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BUPATI TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 
NOMOR 45 TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 24 
TAHUN 2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TRENGGALEK, 
 

Menimbang:  a. bahwa dengan terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal 

Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor : HK.02.02./I/2875/2020 tentang Batasan 

Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi maka 

besaran tarif pelayanan kesehatan di pusat kesehatan 

masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 

Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan 

Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Trenggalek Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat 

Kesehatan Masyarakat perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu  menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 
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2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah 

Pusat Kesehatan Masyarakat; 

Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 

Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431);  

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1355); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum 

Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 75);  

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 24 TAHUN 
2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. 
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Pasal I 
 

Ketentuan dalam nomor urut romawi VIII huruf C pada 

Lampiran Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat 

Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan 

diubah Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 

Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum 

Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2020 Nomor 31) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

BESARAN TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS 
 

NO JENIS TARIF LAYANAN TARIF LAYANAN (Rp) 
VIII LAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSIS  

  C. IMUNOLOGI & SEROLOGI  
  1. Golongan darah 10.000 
  2. Tes kehamilan Rapid test 10.000 
  3. Tes kehamilan (latec) 15.000 
  4. Tes widal 20.000 
  5. Syphilis rapid test 30.000 
  6. HBsAg rapid test 35.000 
  7. HBs Ag/HIV Elisa 100.000 
  8. Narkoba (6 panel) 150.000 
  9. HIV rapid test 45.000 
  10. Dengue Ig M/ Ig G/Ns 1 150.000 
 11. Covid-19 rapid test  150.000 

 

 

 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 
NOMOR 45 TAHUN 2020 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI 
TRENGGALEK NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG 
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.  

 

Ditetapkan di Trenggalek 

Pada tanggal 29 September 2020 

BUPATI TRENGGALEK 
            TTD 

   MOCHAMAD NUR ARIFIN 
Diundangkan di Trenggalek 

Pada tanggal 29 September 2020 

    SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TRENGGALEK 
          TTD 
        JOKO IRIANTO 
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2O20 NOMOR 46 
  
 

 
 


